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Rasional 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tolok ukur nyata atas produktivitas dan daya 

inovasi sivitas akademika di lingkungan program studi. Dengan mendorong tiap 

program studi menghasilkan minimal 2 karya terdaftar sebagai HKI setiap tahun, 

perguruan tinggi membangun budaya akademik yang kreatif, aplikatif, dan memiliki 

dampak luas terhadap masyarakat dan industri. Hal ini sekaligus memperkuat reputasi 

akademik dan posisi institusi dalam peta keilmuan nasional maupun internasional. 

 

Pernyataan Isi Standar 

Perguruan tinggi menetapkan bahwa setiap program studi wajib menghasilkan 

minimal 2 karya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) per tahun akademik, baik berupa 

paten, hak cipta, desain industri, merek dagang, dan bentuk lain yang diakui secara 

hukum, yang diajukan atau didaftarkan secara resmi oleh dosen dan/atau mahasiswa. 

 

Strategi Pencapaian 

1. Mewajibkan program studi menyusun roadmap penelitian dan pengabdian yang 

berorientasi HKI. 

2. Membentuk Unit Layanan HKI di tingkat fakultas/prodi untuk memfasilitasi proses 

pendaftaran. 

3. Menjadikan penciptaan HKI sebagai luaran wajib dari tugas akhir, riset dosen, atau 

pengabdian masyarakat. 

4. Menyediakan insentif akademik dan finansial bagi dosen dan mahasiswa 

penghasil HKI. 

5. Melaksanakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis tentang proses 

pendaftaran HKI. 

6. Menjalin kemitraan dengan dunia industri dan lembaga litbang untuk 

meningkatkan potensi komersialisasi hasil karya. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Minimal 2 karya HKI didaftarkan oleh masing-masing program studi setiap tahun 

akademik. 

2. Persentase program studi yang mencapai target HKI tahunan ≥ 60%. 

3. Jumlah dosen dan mahasiswa aktif sebagai inventor atau pemegang HKI 

meningkat setiap tahun. 



 

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 

1. Jumlah pelatihan dan sosialisasi HKI yang dilaksanakan oleh program studi dalam 

satu tahun. 

2. Persentase karya tugas akhir mahasiswa yang diusulkan sebagai HKI. 

3. Jumlah HKI dari program studi yang berhasil dikomersialisasikan atau digunakan 

secara luas. 

4. Jumlah kolaborasi eksternal (dengan mitra industri, UMKM, institusi lain) yang 

menghasilkan HKI bersama. 

 

Penanggung Jawab Isi Standar 

1. Ketua Program Studi 

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

3. LPKS 

4. Wakil Rektor Bidang Akademik 
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